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Substansi Pengaturan Pasal

Bentuk/mekanisme koordinasi dan konsolidasi untuk
sinkronisasi di tingkat pusat terkait SIPD dan SIKD

Penambahan pasal/ketentuan tentang integrasi potensi
kerjasama daerah dalam penyusunan RP2P

Penambahan pasal/ketentuan yang tegas bentuk dan
klasifikasi perkotaan dan terintegrasi dengan standar

pelayanan perkotaan
 

Pasal 12 huruf k, Pasal 13 angka 12, Pasal 19,  Pasal 26
ayat (2) huruf d, Pasal 27 ayat (2) huruf c 

Pasal 2 ayat (3), Pasal 9 ayat (4)

Pasal 2 ayat (3) 

Penambahan pasal/ketentuan Integrasi RP2P dengan
instrument pendekatan kota cerdas

Pasal 10 huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf c, Pasal 13 ayat
(12)

Penambahan pasal/ketentuan tentang
lembaga/institusi/OPD bagian perencanaan yang

melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan
evaluasi terkait RP2P

Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 



Belum ada ketentuan yang tegas
kepada Pemerintah Daerah Kota

dan Kabupaten yang tidak
menyusun Rencana

Penyelenggaraan Pengelolaan
Perkotaan, hanya dilakukan

pengawasan oleh Gubernur selaku
wakil dari Pemerintah Pusat.

Belum ada pengaturan tentang
klasifikasi perkotaan Pengaturan perencanaan kawasan

perkotaan akan memiliki irisan
dengan pembangunan regional,

seperti regulasi terkait aglomerasi. 
Perlu diperjelas dan dipastikan agar

tidak terjadi tumpang tindih
kebijakan.
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